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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan administrasi pemerintah di berbagai departemen 

yang merata dan membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, perlu 

dijalin hubungan yang serasi antara pemerinta pusat dengan pemerintah 

daerah. Berdasarkan keutuhan negara kesatuan dan juga untuk menjamin 

terselenggaranya tertib pemerintah, maka wilayah kesatuan Republik 

Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan kecil, baik yang bersifat otonom 

maupun yang bersifat administratif. Dalam kaitan ini diperlukan adanya 

peraturan tentang bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu undang­

undang. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, Ketetapan 

Majlis Permusyawaratan Rakyat RI tahun 1999-2004 dan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara merupakan beberapa iandasan dalam penyelenggaraan 

administratif pemerintahan. 

Dari isi Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya jelas 

bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politk desentralisasi dan 

dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan, sebagai konsekwensi dari prinsip 

tersebut di atas maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan tegas 

dinyatakan adanya daerah otonom dan wilayah administrasi. 
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Untuk mengetahui lebih lanjut wilayah itu dibentuk berdasarkan azas 

dekonsentrasi yang disebut wiiayah administratif, maka wilayah-wilayah 

disusun secara vertikal, dan merupakan lingkungan kerja perangkat 

pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di 

' 
daerah. Pembentukan wilayah-wiiayah daiam susunan vertikai adaiah untuk 

meningkatkan pengendalian daiam rangka menjamin keiancaran 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebagai tindak lanjut dari isr pelaksanaan ·pasal 18 Undang-Undang 

Dasar 1945 maka dikeluarkan undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 berbunyi sebagai beri ut: "Wilayah Negara Kesatuan Republ1k 

Indonesia dibagi dalarn Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah 

Kata yang bersifat otonom" .1 Selanjutnya dala.n pasal 66 Undang-Undang 

. Nomor 22 tahun 1999 disebutkan Kecamatan merupakan perangkat Daerah 

Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan. 

Kepala Kecamatan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. 

Pemerintah Kecamatan terdiri dari camat dan perangkat kecamatan. 

Kecamatan Wampu adalah salah satu dari Kecamatan yang ada di 

1 • lnstitut llmu Pemerintahan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika, 1999 
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